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ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RENCANA TATA RUANG
WILAYAH (RTRW) DALAM PEMANFAATAN RUANG
TERBUKA HIJAU (RTH) DI KOTA PANGKALPINANG

Harry Tantyo
tantyoharrv@gmail.com
Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor I Tahun 2012 tentang RTRW
merupakan langkah Kota Pangkalpinang untuk menyikapi masalah tata ruang di Kota
Pangkalpinang. Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pangkalpinang pada tahun
2018 baru mencapai 12,35%. Belum tercapainya pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
sebesar 30% dari luasan total wilayah Kota Pangkalpinang mengindikasikan bahwa
pemanfaatan RTH di Kota Pangkalpinang belum terealisasi secara efektif. Belum
efektifnya pemanfaatan RTH ini berkaitan erat dengan implementasi kebijakan RTRW
yang belum berjalan secara optimal. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana
implementasi, apa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2012 Tentang RTRW dalam Pemanfaatan RTH di Kota Pangkalpinang.
Tujuan dari permasalahan tersebut adalah menemukan proses implementasi dan
faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dengan menggunakan Teori Edward III,
(1980:10) yaitu (1) komunikasi (2) sumberdaya (3) disposisi (4) struktur birokrasi.

Penelitan im1 menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggunakan
pendekatan yuridis sosiologis, Metode ini digunakan untuk lebih menggali informasi yang
tajam dan akurat terkait implementasi kebijakan kebijakan RTRW dalam Pemanfaatan
RTH di Kota Pangkalpinang yang memperoleh data dan data primer dan data sekunder.
Pengumpulan data peneliian dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan
dokumentasi,

Hasil peneliian menunjukkan bahwa implementasi peraturan dari pemerintah
kota hingga kemasyarakat begalan cukup baik, sesuai dengan faktor yang menunjukkan
keberhasilan sebuah implementasi kebijakan yaitu (1) komunikasi (2) sumberdaya (3)
disposisi (4) struktur birokrasi. Namun, masih mengalami berbagai hambatan terkait
ketersediaan SDM pelaksana kebijakan baik secara kualitas maupun kuantitas, keterbatasan
dana, sarana prasarana dalam penataan dan penertiban pelanggaran tata ruang. Oleh karena
itu, diperlukan koordinasi- antar SKPD terkait guna mewujudkan tata ruang Kota
Pangkalpinang yang tertib, aman dan nyaman, sehingga dapat dinikmati masyarakat pada
umumnya. Faktor yang mempengaruhi implementasi adalah komunikasi, sikap tindakan,
sumberdaya, dan struktur birokrasi. Diharapkan komunikasi antar SKPD dan instansi nntuk
menjalankan sebuah perda tidaklah terputus agar tujuan penyampaian sebuah perda tepat
sasaran.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Ruang
Terbuka Hijau (RTH)
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ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF POLICY THE REGIONAL
LANDSCAPING PLAN (RTRW) IN THE USE OF GREEN ZONE
(RTH) IN THE CITY PANGKALPINANG

Harry Tantyo
tantyoharry@gmail.com
Graduate Studies Program
Indonesia Open University

Regulation the area of a city pangkalpinang number 1 2012 about rtrw is a step
city pangkalpinang to due to the matter spatial in the city Pangkalpinang. Covering open
space green in the city Pangkalpinang in 2018 only reached 12,35 %. Not the achievement of
the fulfillment of open space green of 30 % of covering total municipalities Pangkalpinang
indicates that the utilization of green space in the city Pangkalpinang has not been realized
yet effectively. The ineffectiveness of the the utilization of closely related to the
implementation of this policy city spatial violation which is not yet effective in an optimum
manner _Issues discussed is how the implemenation , what factors that affect
implementation of local regulations number I year 2012 on RTRW in the utilization of green
open space in the city pangkalpinang. The purpose of these problems were found the process
implementation and factors affecting the implementation of using the theory Edward I, (
1980: 10 )} which are (1) Communication (2) Resources (3) Disposition (4) Bureaucratic
Structure.

This research using the methodology qualitative juridical used the sociological,
this method used for more obtain information a sharp and accurate related to the master
policies in the use of space in the city Pangkalpinang obtain data from primary and
secondary data. Data collection research done by means of observation, interviews and
documentation.

The research results show that the implementation of the regulations from the
city up to the government 1o the community it went on quite well | in accordance with factors
that indicate the success of the implementation of a policy which are (1) Communication (2)
Resources (3) Disposition (4) Bureaucratic Structure. Bul, is still experiencing and various
obstacles related to the availability of implementing human resources policy both in quality
and quantity, the limited funds , the facilities and infrastructures in spatial drainage
management offense. For that reason , coordination between the relevant skpd needed to
bring city spatial Pangkalpinang discipline , safe and comfortable, so that it can be enjoyed
by society in general. Of factors affect implementation is communication, the posture action,
resources, and a structure of. Expected SKPD and communication between agencies loruna
disconnected so that the purpose of this regulation is not an appropriate reguiations .

Keywords: The Implementation of Policy , The Spatial Planning of City Spatial
Planning , Green Open Space.
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Hal ini sebagaimana hasil wawancara ke Informan yang telah ditentukan
peneliti. Berdasarkan hasil wawancara terkait pelaksanaan kebijakan RTRW,
Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kota Pangkalpinang, IK menjelaskan
bahwasanya ;

“Belum maksimal, karena masih ada kendala seperti anggaran, dengan
pagu yang dihematkan untuk kegiatan yang bermacam-macam, ada juga karena
kebutuhan ruang itu semakin meningkat, jumlah ruang itu semakin terbatas,
penduduk semakin banyak tiap tahunnya, otomatis ada ancaman terhadap RTH
kosong. Ada upaya intervensi dari masyarakat untuk mengalihkan fungsi lahan,
seperti banyak tempat usaha yang tdak mempunyai IMB, makam dan taman
kota yang dijadikan Tempat Pedagang Kaki Lima (PKL), Stasiun Pengisian
Bahan Bakar Umum (SPBU), parkir liar ilegal, lima di setiap lahan RTH
Alun-alun Kota, dan Taman Mandara. Hal inilah yang menjadi tugas bagi Tim
Rencana Tata Ruang dalam sistem perencanazn tentunya sangat berpengaruh
terhadap revisi/pembenahan pemanfaatan RTH itu sendin di masa sekarang dan
masa mendatang.

{(Wawancara hari kamis, Tanggal 25 Oktober 2018)

Pernyataan ini juga diperkuat oleh SD, Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pangkalpinang beliau menambahkan
bahwasanya ;

“Dari kondisi tersebut, memang sejak di keluarkan Perda Nomor 1
Tahun 2012 ini dan sudah berjalan 7 tahun belum mencapai progres, butuh
proses, dari data hanya 12,35% Eksistingnya ditahun 2018. Kalau upaya akan
tetap diusahakan sampai 30 %. Hal im dikarenakan alih fungsi RTH tadi,
bangunan menyalahi aturan atau tidak mempunyai IMB, kurangnya
pengawasan, anggaran minim, sarana dan prasarananya kurang memadai
seperti, alat : Drone, ploter cetak peta, dan alat-alat penunjang lainnya. Dari data
yang saya terima, banyak temuan di lapangan, kadang merubah site plan awal
pengajuan. Contohnya, ada bangunan tiga lantai, atap atasnya cor, tapi pelaku
usaha menambahkan atap seng jadi menjadi empat lantai. Jadi, untuk
melaksanakan pembangunan di Kota Pangkalpinang diperlukan aturan yang
menjamin keterkaitan dan konsistenst antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan. Aturan tersebut tersusun dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerash (RPIMD) Kota
Pangkalpinang. Saya berharap, siapapun nantinya yang terpilih menjadi
Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang 2018 ini harus sepakat
menyelesaikan permasalahan tata ruang di Kota Pangkalpinang serta
mempercepat adanya RDTR. Takutnya kedepan Perda RTRW ini tidak
memenuhi Target 30 Persen™.
(Wawancara hari jumat, Tanggal 26 Oktober 2018)
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Tabel 4.7
RTH Eksisting Menurut Klasifikasi RTH
No- Jenis RTH Tuas (a) | Persentase (%)
RTH PUBLIK
Kawasan Peflindungan Kawasan Bawahannya
1. ] RTH Resapan Air 0,00 0.00
Kawasan Perfindungan Setempat
1. | RTH Sekitar Kolong 39,47 0,33
2. | RTH Sekitar Mata Air 703 0,06
3. | RTH Sempadan Pantai 32,59 028
4. | RTH Sempadan Sungai 228,49 1,83
RTH Lainnya
1. | RTH Hutan Kota 163 1,38
2. | RTH Jakir Hijau 500,12 4,30
3. | RTH Lapangan Olahraga 2732 023
4. | RTH Taman 218 51 1,85
5. | RTH Tempat Pemakaman Umum 27 56 023
RTH PRIVAT
1. | RTH Pekarangan 209 1,77
Grand Total 1.462,08 1235

Sumber : (Data Masterplan RTH-Dinas PUPR, 2013: 4-2)

Berdasarkan pernyataan diatas, Pelaksanaan kebijakan ini belum berjalan
maksimal dan belum mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran yang
ditarget mengingat tuntutan proporsi RTH dalam Undang-Undang nomor 26
tahun 2007 Pasal 29 ayat 2 pada wilayah kota paling sedikit 30 % (tiga puluh)
persen dari luas wilayah kota. Kenyataannya pada tahun 2018 perkembangan
luasan RTH yang tidak signifikan, hanya mencapai 12,35% tidak mengalami
perkembangan. Belum tercapaianya kebutuhan RTH 30% di Kota Pangkalpinang
tentunya tidak terlepas dari peran stakeholder dalam merumuskan kebijakan RTH.
Di dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,
perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan
pemanfaatan ruang terbuka hijau yang luas minimalnya sebesar 30% dar luas

wilayah kota. Tuntutan proporsi 30% RTH dari luas kota menjadi tugas yang
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cukup sulit bagi instansi terkait. Pihak-pihak yang berkepentingan terkait
kebijakan RTRW baik secara internal maupun eksternal tentunya memiliki
kontribust yang cukup signifikan terhadap implementasi kebijakan Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW).

Dari segi dimensi Disposisi, berdasarkan hasil studi pustaka dan
wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pegawai Dinas PUPR, bidang
perencanaan dan tata ruang terkait penyusunan RDTR Kota Pangkalpinang,
ditemui beberapa indikasi masalah yang mempengaruhi belum tersusunnya RDTR
Kota Pangkalpinang sebagai acuan dalam penyusunan rencana rinci yakni belum
diperolehnya kesepakatan materi RDTR antara Dinas PUPR dengan pihak-pihak
yang berkepentingan secara eksternal yakni Dewan Perwalikan Rakyat Daerah
(DPRD) dan masth harus ditempuhnya proses rekomendasi Gubernur sebagai
syarat ditetapkannya Perda RDTR menjadi faktor penghambat belum
tercalisasinya RDTR Kota Pangkalpinang sampai saat ini.

Perencanaan pemanfaatan RTH sudah dilakukan dengan menyusun
Laporan Master plan, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Materi Teknis
dalam menetapkan tipologi RTH, menyusun desain teknis, menyusun estimasi
pembiayaan Sesuai dengan besaran dan jenis RTH serta penjadwalan yang
dilakukan dengan berpedoman pada dokumen perencanaan ruang.

Beranjak dari hal di atas, maka terlihat bahwa faktor pengaruh
pihak-pihak yang berkepentingan merupakan faktor yang wrgent karena
mengingat penetapan RDTR Kota Pangkalpinang dilakukan secara kolektif
sehingga dibutuhkan adanya persamaan perspektif dan kesepakatan di antara

pihak-pihak yang terlibat baik secara internal maupun eksternal dalam penetapan
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RDTR Kota Pangkalpinang. Terealisasinya RDTR Kota Pangkalpinang tentunya
menjadi pedoman pendukung dalam memaksimalkan implementasi kebijakan tata
ruang di Kota Pangkalpinang.

Dmas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota
Pangkalpinang, selaku instansi yang berwenang merumuskan kebijakan RTH
tentunya melewati beberapa tahapan sebelum kebijakan tersebut ditetapkan, salah
satunya adalah tahap perencanaan kebijakan. Peneliti melihat bahwa dalam proses
perencanaan kebijakan RTH, Dinas (PUPR) selaku instansi yang berwenang
masih kurang maksimal dalam merencanakan kebijakan-kebijakan strategis terkait
pengelolaan RTH di Kota Pangkalpinang.

Hal ini1 tentunya didukung oleh hasil studi putaka, wawancara dan
observasi peneliti yang menunjukan bahwa perkembangan RTH dari dua tahun
terakhir tidak begitu signifikan. Jika ditinjau dart faktor penghambat ketersediaan
RTH, maka peningkatan jumlah penduduk mempunyai efek yang signifikan
terhadap kebutuhan RTH di Kota Pangkalpinang. Sejauh ini dalam
pelaksanaannya, Peningkatan jumlah penduduk di Kota Pangkalpinang belum
diikuti dengan kebijakan pemerintah yang mampu memberikan kebutuhan lahan
bermukim. Sehingga perlu dilakukan evaluasi dan perencanaan yang matang
melalui kebijakan-kebijakan strategis yang mampu memberikan kebutuhan lahan
bermukim. Karena tidak bisa dipungkiri, dampak dan peningkatan jumiah
penduduk yang tidak terkendali yaitu berkurangnya RTH di Kota Pangkalpinang.

Hasil analisis tentunya didukung oleh hasil tanggapan responden yang
tergolong setuju bahwa pelaksana kebijakan RTRW mempunyai kapabilitas dan

kapasitas dalam memecahkan setiap permasalahan RTRW Kota Pangkalpinang.
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Kapabilitas dan kapasitas tentunya berorientasi kepada kemampuan, artinya
bahwa pelaksana kebijakan RTRW harus mempunyai skill (keterampilan),
knowledge (pengetahuan) dan atfitude (sikap) yang baik dalam merumuskan dan
merealisasikan kebijakan-kebijakan strategis terkait daya dukung dan daya
tampung Kota Pangkalpinang.

Beberapa masalah lain terkait tata ruang khususnya pola ruang juga
melibatkan implementor kebijakan RTRW. Belum ada pengawasan dan
pengendalian yang intensif terhadap kawasan lindung serta pendataan yang belum
lengkap terhadap kondisi kawasan cagar budaya mengindikasikan bahwa pola
ruang Kota Pangkalpinang belum terbentuk sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang

Terkait dengan Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam
implementasi kebijakan RTRW Kota Pangkalpinang, Berdasarkan hasil studi
pustaka, wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan salah
satu keterbatasan SDM di lingkungan Dinas PUPR. Permasalahan SDM memang
sering kali ditemui pada setiap instansi pemerintah. Hal ini mengingat cakupan
arahan kebijakan yang tidak sesuai dengan ketersediaan SDM yang ada.

Mengacu pada penjelasan diatas, pernyataan diatas juga diperkuat oleh
Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kota Pangkalpinang, Bapak IK, beliau
menjelaskan ;

“ Memang benar, kalau staff Cuma dua (2) orang yang faham sesnai
keahliannya, dari Bappedda pindah kesimi termasuk saya dan seksi pemetaan,
proteksi lengkap terdiri dari seksi pemetaan, seksi pemanfaatan dan
pengendalian ruang serta perencanaan tata ruang, dan juga SDM kami baru-baru
semua jadi kurang faham, yang faham hanya saya dan seksi pemetaan. Makanya
saya tiap 1 minggu 2 kali pertemuan intern dengan maksud kuliah rutin detail
tata ruang untuk menjelaskan dan mengajarkan isi kebijakan, maten teknisnya
program kerja yang akan di implementasikan, agar pada saat dilapangan yang
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baru-baru ini mengerti apa arti dalam program kegiatan ini”. (Wawancara hari
jumat, Tanggal 26 Oktober 2018)

Berdasarkan hasil studi pustaka, wawancara dan observasi, peneliti
melihat bahwa masalah pengelolaan RTH di Kota Pangkalpinang dianggap akibat
keterbatasan dana dan SDM profesional, pemeliharaan RTH yang tidak konsistern,
dan pemilihan jenis tanaman tak sesuai persyaratan ekologis bagi masing-masing
lokasi, termasuk langkanya lahan pembibitan tanaman penghijauan.

Beberapa masalah terkait pengelolaan RTH di Kota Pangkalpinang dapat
ditinjau dari pembangunan RTH, pemanfaatan RTH, pemeliharaan RTH dan
pengamanan RTH. Empat (4) pilar dalam pengelolaan RTH ini saling berkorelasi
satu sama lain. Sehingga apabila dalam pelaksanaan pengelolaan RTH tidak
optimal, maka, sudah tentu masalahnya berkaitan dengan empat pilar tersebut.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebagai instansi
yang bertanggung jawab mengelola RTH seharusnya lebih objektif dalam melihat
permasalahan RTH di Kota Pangkalpinang. Perlu di cross check kinerja pegawai
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam pelaksanaan
pengelolaan RTH di Kota Pangkalpinang. Dani sudut pandang peneliti, faktor
utama tidak optimalnya pelaksanaan pengelolaan RTH di Kota Pangkalpinang
yakni kinerja dani pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
yang kurang maksimal.

Berkaitan dengan pelaksanaannya diatas, terkait pula pengawasan dan
pengendalian pengelolaan RTH di Kota Pangkalpinang. Berdasarkan hasil studi
pustaka, observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, ditemui adanya
indikasi masalah dalam RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

(PUPR) tahun 2013-2018 terkait pengawasan yang dilakukan oleh Dinas
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Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam pengelolaan RTH. Misalnya
terkait dengan masih banyaknya alih fungsi lahan yang diserobot oleh
masyarakat/LSM, dimana di atas lahan tersebut banyak berdin
bangunan-bangunan liar yang dijadikan oleh pemukiman oleh masyarakat sekitar
dan adanya alih fungsi RTH di Kota Pangkalpinang, dari taman kota menjadi
tempat Berjualan PKL sehingga merusak RTH vyang ada, perusakan
sarana/prasarana di area taman kota/alun-alun Kota dan area lapangannya
dijadikan tempat jualan pedagang kaki lima (PKL).

Hal ini ditemui dalam materi teknis RTRW Kota Pangkalpinang tahun
2011-2030 dan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
tahun 2013-2018. Namun sangat disayangkan ketika dilakukan wawancara untuk
meminta klarifikasi terkait alih fungsi RTH, pegawai yang diwawancarai
cenderung tidak transparan dengan permintaan data alih fungsi RTH. Hal ini
menunjukan bahwa konsep good governance belum secara optimal diterapkan di
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pangkalpinang.

Adanya indikasi masalah yang ditemwi dalam RENSTRA Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pangkalpinang ini memang
tidak disertai dengan data yang mendukung terkait banyaknya alih fungsi RTH.
Hal imi merupakan kesulitan yang ditemui oleh peneliti dalam penelitian ini,
mengingat Dinas PUPR tidak transparan dalam memberikan data. Hal im tentu
menjadi hal yang lumrah dalam penelitian mengingat birokrasi di negara int
dipenuhi dengan kerahasiaan.

Masalah lain dalam pelaksanaannya terkait dengan pemeliharaan

/pengendalian RTH, maka sudah tentu pengawasan merupakan indikator
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keberhasilan pemeliharaan RTH di Kota Pangkalpinang. Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pangkalpinang. selaku instansi yang
berwenang dalam mencermati dan mengantisipasi terjadinya kerusakan RTH serta
menginventarisasi seluruh kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan RTH tentunya
harus mampu bekerja secara kredibel sehingga masa depan RTH di Kota
Pangkalpinang bisa terpenuhi.

Jika dilihat dari strategi yang sekarang digunakan oleh Dinas PUPR
Pangkalpinang dalam rangka pencapaian tujuan yang terdapat pada RENSTRA
Dinas PUPR Pangkalpinang tahun 2013-2018 yaitu mengacu pada analisis SWOT
yang terdiri dani Strength (kekuatan), Weakness (kelemahan), Opportunities
(peluang) dan Threats (ancaman). Dari sudut pandang peneliti penggunaan
strategi SWOT merupakan langkah tepat dalam pencapaian tujuan, hanya saja ada
beberapa faktor penting yang sengaja atau tidak sengaja diperhatikan dalam
mengevaluasi kebijakan dan masalah yang terjadi.

Jika direlevansikan dengan pandangan Epstein terkait efektivitas maka
Dinas PUPR Pangkalpinang menggunakan cutward looking atau melthat keluar
yaitu kepentingan publik sebagai penentu atau tolak ukur keberhasilan
pengelolaan RTH di Kota Pangkalpinang. Sedangkan sejumlah faktor dan
parameter ke dalam (inward looking) yaitu segala sesuatu yang berkaitan dalam
sist intenal Dinas PUPR Pangkalpinang kurang dibahas.

Konteks sisi internal struktur birokrasi disini berarti melihat kinerja
pegawai Dinas PUPR Pangkalpinang. Hal ini yang sedikit dibahas dalam
indikator weakness (kelemahan). Sehingga dalam hal im belum adanya penetapan

ukuran kinerja dan target-target pada awal periode pelaksanaan kebijakan.
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Akibatnya, banyak pegawai Dinas PUPR Pangkalpinang bekerja tanpa ukuran dan
target kinerja. Serta, adanya penetapan kinerja oleh Dinas PUPR Pangkalpinang
tentunya bertujuan agar Dinas PUPR Pangkalpinang tidak hanya pandai mendapat
dan menghabiskan anggaran, tetapi bagaimana menunjukkan kinerja dan tanggung
jawab kepada masyarakat. Hal ini yang sekiranya bagi peneliti harus dievaluasi

oleh Dinas PUPR Kota Pangkalpinang.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2012 Tentang RTRW Kota Pangkalpinang
Berdasarkan permasalahan yang ditemukan dalam ‘implementasi kebijakan
Peraturan Dacrah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang RTRW Kota Pangkalpinang
tersebut, maka akan di analisa dengan menggunakan teon George C. Edwards
11, 1980 (dalam Leo Agustino, 2014: 150), yang menekankan pada pelaksanaan
kebijakan dalam rangka mencapai tujuan yaitu mengefektifkan pekerjaan. Dalam
pendekatan 7op Down ini, proses kebijakan merupakan rangkaian perintah
Pimpinan untuk melaksanakan suatu kebijakan dalam organisasi birokrasi. Dalam
teori ini, George C. Edwards 1II, 1980 (dalam Leo Agustino, 2014: 150)
menguﬂgkapkan bahwa keberhasilan implementasi pada dasarnya dipengaruhi
oleh empat faktor yang mempengaruhi yaitu ist dari komuntkasi, sumber daya,
disposisi dan struktur birokrasi.
a) Komunikasi
Implementas: Kebijakan Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW
Kota Pangkalpinang dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun

2007 tentang Penataan Ruang ini akan efektif, apabila para pembuat keputusan
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dalam hal ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota
Pangkalpinang dan Para Ketua Bidang selaku Ketua Tim Implementator
mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Komunikasi memiliki peran penting
dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun baiknya sebuah kebijakan
tanpa dikomunikasikan dengan baik tentunya tidak akan berhasil mencapai tujuan
kebijakan.

Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kota
Pangkalpinang memang diperlukan untuk dapat mengendalikan penyediaan
Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pangkalpinang. Kelompok sasaran harus
mengetahu dan memahami tentang program dan langkah dalam pelaksanaan
penataan pengendalian Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pangkalpinang.
Adanya pemahaman dart kelompok sasaran merupakan salah satu faktor utama
keberhasilan darn suatu kebijakan.

Untuk menjawab faktor komunikasi dalam Implementasi Kebijakan
Perda Nomior 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Pangkalpinang ini, peneliti telah
melakukan wawancara terhadap Tim Implementator Bidang Tata Ruang Dinas
PUPR vyang terdint dan Kepala Dinas, Kepala Bidang Tata Ruang, Kasi Seksi
PerencanaanTata Ruang, Seksi Pemetaan, dan Seksi Pemanfaatan dan
Pengendalian Tata Ruang serta tokoh masyarakat yang mengikuti sosialisasi
tersebut. Dalam proses komunikasinya, peneliti juga melakukan wawancara ke
salah satu informan ST, selaku ketua RT 002/RW001, Kel. Rejosari-Kec.pangkal
Balam. Beliau mengatakan bahwa ;

“tya saya selalu menghadirni sosialisasi, apa yang kamni tanyakan selalu
dijawab oleh narasumber. Karena sudah menjadi tanggung jawab saya sebagai

RT dan sesuai arahan dari pihak kecamatan maupun kelurahan untuk

mensosialisasi kembali. Terkait dengan perda rirw ini kami dihimbau untuk
memahami isi kebijakan yang ada di perda rtrw, materi KLHS, Masterplan
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RTH, dan Materi Teknis. Saya dan warga terus menjaga dan merawat RTH
yang sudah ada dan baru nantinya. Contohnya: minimal harus ditanami satu
pohon pelindung dan pohon hias sertatanaman hias atau rumput dengan
luasannya minimal adalah 5% dari luas kavling”. (Wawancara hari jumat,
Tanggal 26 Oktober 2018)

Pada kesempatan berikutnya, peneliti juga melakukan wawancara ke
informan TS, selaku ketua RT 003/RW001, Kel. Kejaksaan-Kec.Taman Sari.
Beliau mengatakan bahwa ;

“ Alhamdulillah saya selalu menghadiri undangan dari Dinas PUPR.
Komunikasi terus berjalan. Pelaksanaan nya masih proses, Pemberian informast
mengenai bagaimana cara mengisi se-optimal mungkin lahan pekarangan dan
lahan kosong lainnya dengan berbagai jenis tanarnan, baik ditanam langsung
maupun ditanam dalampot juga masih terbatas. Informasi untuk menyediakan
tanaman pada lahan yang terbatas dalam rangka meningkatkan RTH privat
rumah tinggal sangat diperlukan khususnya di kawasan perkotaan 30%
targetnya”. (Wawancara hari jumat, Tanggal 26 Oktober 2018)

Sedangkan pada responden ke 3 yaitu FH, Selaku Ketua RT 03/RW02,
Kel. Selindung Lama-Kec. Gabek. la mengatakan :

“Kalau komunikasi lancar, Selama saya menjadi Ketua RT dan juga
selalu berhubungan dengan Dinas PUPR ini. Materi sosialisasi hanya
mempertegas kembali informasi program kebijakan pemerintah kota
pangkalpinang dalam mensukseskan Target RTH sesuai dengan proporsinya
30%. Jangan salah langkah dan pengawasan. Seperti pada tahun sebelum
adanya kelingahan instansi terkait, yaitu adanya jual beli lahan dikelurahan
selindung ini oleh mantan luarah sendiri. Jadi penting sosialisasi agar mereka
tahu penyuluhan yang terkait dengan penghijauan RTH selama ini tidak pernah
disampaikan keberadaan peraturan yang mengatur penyediaan tanamantersebut,
sehingga masyarakat tidak mengetahui bahwa sebenarnya telah ada kewajiban
dari penghuni rumah untukmenghijaukan rumahnya.Sifatnya seakan hanya
sebagai himbauan yang tidak mengikat. Penyediaan RTH masihdiprioritaskan
untuk RTH Publik. Beberapa kegiatan dari pemerintah daerah belum
menganggarkan khususdengantujuan peningkatan RTH pivat rumah tinggal.
{Wawancara hari jumat, Tanggal 26 Oktober 2018)

Oleh karena itu, kebijakan harus dikomunikasikan oleh pelaksana
kebijakan dengan tepat serta menggunakan saluran yang tepat pula kepada
masyarakat. Hal in1 senada dengan apa yang dikatakan oleh George C. Edwards
111, (1980 : 17) bahwa:

“The first requirement for effective policy implementation is that those
who are implement a decision must inow what they are supposed io do. Policy
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decisions and implementation orders must be followed. Nawrally, these
communications need 1o be accurate and they must be accurately perceived by

implementers. Many obstacles lie in the path of transmission of implementation
communication” . Edwards 111, (1980:17).

Sejalan dengan hal tersebut, maka dalam implementasi kebijakan RTRW
di Kota Pangkalpinang, komunikasi merupakan faktor yang harus diperhatikan
dalam pengimplementasian kebijakan ini. Dalam teori Edwards 111, (1980:10) juga
di jelaskan bahwa terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur
keberhasilan variabel komunikasi, yaitu Guna melihat sejauhmana komunikasi
dalam implementasi kebijakan penataan ruang di Kota Pangkalpinang dapat
dilihat dari tiga dimensi, yaitu fransmision, clarity dan consistency.

Kebijakan berkaitan dengan cara penyampaian informasi kebijakan,
clarity berkaitan dengan kejelasan kebijakan, serta consistency berkaitan dengan
tingkat konsistensi dari kebijakan. Untuk lebih jelasnya dimensi komunikasi
dalam implementasi kebijakan penataan ruang di Kota Pangkalpinang akan

penulis paparkan sebagai berkut:

1) Transmisi Komunikasi (Proses Penyampaian Informasi)

Transmisi atau penyampaian informasi terkait kebijakan penataan ruang
i, menurut hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, Pemerintah Kota
Pangkalpinang selaku Dinas PUPR sudah menyampaikan informasi tentang
rencana tata ruang wilayah di Kota Pangkalpinang. Pemkot Pangkalpinang dalam
hal ini diwakili oleh Dinas PUPR melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik
perorangan ataupun kelompok, agar masyarakat mengetahui tentang peruntukkan
ruang yang ada di Kota Pangkalpinang. Sehingga, tatkala mengajukan perizinan
untuk mendirikan bangunan, mereka terlebih dahulu sudah mengetahui

peruntukan dari ruang tersebut.
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Bahkan, Pemkot Pangkalpinang yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang (PUPR) pun sudah menginformasikan melalui media cetak
maupun non cetak terkait peruntukkan ruang yang ada di Kota Pangkalpinang,
Disamping itu, telah diberikan kemudahannya untuk akses pengaduan atas
pelanggaran tata ruang dan bangunan melalui media onfine. Proses penyampaian
informasi antara pembuat kebijakan dengan implementor menyangkut keterkaitan
antara keputusan yang telah dibuat dengan aturan mengenai pelaksanaannya,
termasuk petunjuk teknis pelaksanaan, sehingga implementator tidak mengalami
kesalahan dalam mengimplementasikan kebijakan.

Proses penyampaian informasi yang dimaksud dalam penelitian ini
adalah bagaimana cara dalam penyampaian informasi dari pikak pembuat
kebijakan yaitu Pemkot Pangkalpinang dengan pihak pelaksana seperti
pemerintah kota yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
dimana beberapa upaya pemerintah kota Pangkalpinang dalam menata ruang di
utamakan pada program permukiman penduduk yang bersih, kcharmonisan
lingkungan alam dan sosial serta pembangunan aspek budaya yang dapat
tercermin dalam sektor pariwisata. Hal ini penting karena penyaluran komunikasi
yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan pihak-pihak yang terkait dengan
Implementasi RTRW dalam pemanfaatan RTH di Kota Pangkalpinang
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012. Hasil wawancara penelit
dengan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kota Pangkalpinang, 1K
mengungkapkan bahwa :

“Pola komunikasi mengenai implementasi kebijakan RTRW di Kota
Pangkalpinang tersebut dilakukan dengan melaksanakan rapat antara
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Pemerintah Kota, Dinas PUPR kota Pangkalpinang dan Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) terkait penataan ruang di kota Pangkalpinang dengan
merealisasikan  hasil rapat koordinasi tentang penataan ruang kota
Pangkalpinang dengan Dinas PUPR. Di bidang Tata Ruang terdapat Badan
Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) yang memiliki fungsi dalam
mengkoordinasi dan mengkomunikasikan permasalahan penataan ruang kepada
beberapa pihak terkait seperti pengurus masyarakat, para pengusaha lokal dan
beberapa petugas tata ruang kota Pangkalpinang seperti petugas keamanan,
petugas kebersithan dan Satpol-PP,“. (Wawancara hari jumat, Tanggal 26
Oktober 2018)

Hal imi juga dibenarkan oleh AM, sebagai Kepala seksi Pemanfaatan dan
Pengendalian Ruang. Beliau mengungkapkan bahwa :

“Pola komunikasi dalam implementasi kebijakan RTRW kota

Pangkalpinang ini saya dengar melalui rapat yang dilakukan oleh kepala Dinas

PUPR Kota Pangkalpinang dan juga membacanya di petunjuk teknis

operasional. Oleh karena itu, saya bisa mengetahui bahwa ada suatu kebijakan

yang masih terus dijalankan dalam rangka menindaklanjuti kebijakan yang telah

di sah kan oleh Pemerintah”. (Wawancara hari Kamis, Tanggal 25 Oktober
2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa dalam
penyampaian informasi dari Kepala Dinas PUPR kota Pangkalpinang kepada
pelaksana dilakukan dengan rapat, dimana dalam rapat tersebut diikuti oleh semua
staf yang berada di bawah naungan Bidang Tata Ruang dengan memberikan
pelatihan-pelatihan dan buku Petunjuk Teknis Operasional (PTO) oleh Pemerintah
Kota Pangkalpinang.

Selain penyampaian informasi antara pelaksana kebijakan dengan
pelaksana kebijakan seperti yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka yang
tidak kalah pentingnya adalah penyampaian informasi dan pelaksana kebijakan
kepada target group, agar target group paham sasaran ataupun tujuan dari
kebijakan tersebut. Proses penyampaian informasi yang dilakukan oleh kepala
Dinas PUPR kepada staf. Berikut petikan wawancara dengan AA sebagai kepala

seksi perencanaan tata ruang yang menyatakan bahwa:
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“Proses penyampaian informasi kepada staf sudah dilakukan melalui
rapat dan buku Petunjuk Teknis Operasional (PTO) demi menyampaikan
informasi tentang isi dan tujuan kebijakan dari implementasi Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2012 di Kota Pangkalpinang”. (Wawancara hari Kamis,
Tanggal 25 Oktober 2018)

Hal 1m juga dibenarkan oleh Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR
Kota Pangkalpinang, IK beliau mengungkapkan bahwa :

“Proses penyampaian informasi kepada staf sudah dilakukan melahui
rapat koordinasi secara rutin yang dilaksanakan 2-3 kah dalam sebulan
dan misalnya melalui penyuluhan, pelatihan pembinaan dan sosialisasi ke
tokoh masyarakat dengan memberikan buku Petunjuk Teknis Operasional
(PTO) agar dalam menyampaikan informasi tentang tata ruang lebih mudah”.
(Wawancara hari Jumat, Tanggal 26 Oktober 2018)

Hal serupa juga dibenarkan oleh AM, sebagai Kepala seksi Pemanfaatan
dan Pengendalian Ruang dan juga masyarakat yang harusnya merawat
sebagat target group yang menjalankan kebijakan ini, bahwa :

“Kebijakan ini saya tahu dan sosialisasi yang dilakukan kepada Dinas

PUPR dengan melakukan penyuluhan langsung kepada seluruh tokoh

masyarakat untuk menjaga kawasan hijau pada saat sosialisasi ini agar terus

memantan perkembangan pelaksanaan kebijakan RTRW dalam pemanfaatan

RTH yang harus mencapai 20 % dari luas wilayah kota yang sudah di sah kan”.
(Wawancara hari Jumat, Tanggal 26 Oktober 2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas, dapat diketahui bahwa
penyampaian informasi dari pelaksana ke staf melalui rapat. Hal ini menunjukkan
bahwa penyampaian tujuan, isi serta manfaat dari implementasi kebijakan RTRW
di Kota Pangkalpinang dapat diharapkan berjalan secara optimal. Berdasarkan
hasil rapat koordinasi dengan para staf operasional kepada Kepala Seksi
perencana tata ruang menghasilkan keputusan bahwa pelaksanaan tata ruang kota
Pangkalpinang dituliskan dalam bentuk buku petunjuk teknis operasional yang
harus dilaksanakan oleh penyelenggara tata ruang di kota Pangkalpinang.

Berdasarkan teori implementasi yang dikemukakan oleh Edward 11,

(1980) bahwa melalui aspek komunikasi berupa penyampaian informasi dengan
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baik dalam proses pelaksanaan suatu program atau kebijakan dapat menyadarkan
semua pihak yang terlibat agar mereka tahu apa yang menjadi tujuan dan sasaran
suatu program atau kebijakan, sehingga tidak ada ketimpangan dalam
pelaksanaannya. Begitupun dengan pelaksanaan kebijakan implementasi
kebijakan RTRW dalam Pemanfaatan RTH di Kota Pangkalpinang berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 ini.

Perlu adanya penyampaian informasi yang baik kepada seluruh target
group dalam hal ini Dinas PUPR kota Pangkalpinang dengan beberapa petugas
pelaksana tata ruang di lapangan, sehingga Dinas PUPR kota Pangkalpinang tahu
mengenai keberadaan serta tujuan kebijakan tersebut. Selain itu perlu adanya
bentuk penyampaian informasi yang lebih menjangkau ke seluruh lapisan
masyarakat, begitupun dari sisi tokoh masyarakat itu sendiri sebagai komunikan
atau penerima informasi perfu ditumbuhkan kesadaran untuk lebih partisipatif
dalam proses penerimaan informasi agar informasi yang ada dapat tersampaikan
dengan baik kepada semua pihak yang terkait, sehingga proses pelaksanaan

kebijakan ini dapat berjalan dengan baik.

2) Clarity ( Kejelasan Komunikasi)

Selain penyampaian informasi mengenai prosedur dan tujuan program
atau kebijakan, maka aspek lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu adanya
kejelasan atas informasi yang disampaikan. Komunikasi yang diterima oleh para
pelaksana kebijakan atau pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan
haruslah jelas dan tidak membingungkan agar tidak terjadi perbedaan persepsi

antara pembuat kebijakan, pelaksana dan farget group dalam hal im Dinas
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Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pangkalpinang dengan
beberapa petugas pelaksana tata ruang di lapangan. Dengan kejelasan informasi
maka akan mendukung pihak manapun yang terkait dengan pelaksanaan tata
ruang kota Pangkalpinang dan menutup adanya kesalah pahaman yang berdampak
pada hasil dari kebijakan Implementasi Kebijakan RTRW di Kota Pangkalpinang
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012. Informasi tentang kebijakan
tersebut yang disampaikan melalui lisan dan tulisan dapat saja menimbulkan
pertanyaan jelas atau tidak informasi yang disampaikan dan yang akan diterima.

Berkenaan dengan kejelasan informasi pada faktor komunikasi yang telah
dikemukakan, berikut hasil wawancara dengan AD, sebagai Kepala Seksi Data
dan Pemetaan Dinas PUPR Kota Pangkalpinang yang menyatakan bahwa:

“wah jelas, petunjuk pelaksanaan atas hal-hal yang mesti dilakukan
oleh pelaksana sudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam
pelaksanaan kebijakan ini dalam hal ini pegawai-pegawai yang berada dibawah
naungan Dinas PUPR terpenuhi dan mereka semua sudah tahu tanggung
Jawabnya masing-masing dan prosedur pelaksanaannya juga jelas diatur dalam
kebijakan tersebut, mereka semua juga sudah dibekali melalm
pelatihan-pelatihan, yang jadi masalah selama ini mengenai pemberian sanksi
kepada investor yang membangun penambahan luas lahan fisik perkotaan
didaerah kawasan RTHP yang justru menggusur keberadaan Ruang Terbuka

Hijau kurang jelas diberikan oleh pihak pelaksana dalam hal ini Dinas PUPR.
(Wawancara hari kamis, Tanggal 25 Oktober 2018)

Berdasarkan penjelasan Kepala Seksi Data dan Pemetaan tata ruang
tersebut, dapat disimpulkan bahwa kejelasan informasi bagi pelaksana sejauh ini
sudah baik dan sangat jelas, selain itu semuanya telah dijelaskan dalam Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2012 dan berlandaskan pada acuan kena dalam draft di
Masterplan, Matek, Rencana Detail Tata Ruang dan KLHS, di kawasan Kota
Pangkalpinang.

Hal ini juga dibenarkan oleh Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR

Kota Pangkalpinang, IK menambahkan bahwa:
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“Kalau kejelasan komunikasi dari pihak pembuat kebijakan dan
pelaksana kebijakan itu sndah sangat jelas, karena kejelasan komunikasi selama

im yang menjadi penckan penting dalam melaksanakan program ini”.

{Wawancara hanri Jumat, Tanggal 26 Oktober 2018)

Clarity atau kejelasan dari kebijakan penataan ruang ini, menurut hasil
observasi, wawancara dan dokumentasi diketahui bahwa pada dasarnya kebijakan
penataan ruang di Kota Pangkalpinang sudah jelas. Perda Nomor 1 Tahun 2012
ini merupakan jawaban dari dikeluarkannya UU No. 26 tahun 2007, dan di dalam
Perda ini dengan jelas dikemukakan bagaimana rencana tata ruang wilayah di
Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030. Selain itu, Pemkot Pangkalpinang pun
menindaklanjuti dengan regulasi yang lainnya guna mencapai tujuan kebijakan
penataan ruang. Di sist lain, tatkala masyarakat melakukan permohonan Izin
Mendinkan Bangunan (IMB), aparatur akan memberikan informasi terkait
keterangan rencana kota sebagai dasar pemberian IMB.

Jadi, berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis dapat menyimpulkan
bahwa informasi yang diterima dari pembuat kebijakan ke target group dalam hal
ini Dinas PUPR Kota Pangkalpinang dengan beberapa petugas pelaksana tata
ruang di lapangan sudah jelas.

Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Edward III, (1980) yang
menyatakan bahwa kejelasan informasi yang disampaikan merupakan hal penting
agar seluruh pihak yang terkait dapat mengerti maksud dan tujuan informasi
tersebut dan dapat menjalankan fungsinya masing-masing. Oleh karena itu dalam
komunikasi perlu memperhatikan dan memastikan kejelasan informasi agar

dipahami oleh semua pihak. Hal tersebut dapat melalui rapat koordinasi, surat

menyurat, dan pertemuan rutin terjadwal.
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3) Konsistensi

Berkenaan dengan konsistensi pada faktor komunikasi, berikut hasil
wawancara dengan AD, sebagai Kepala Seksi Data dan Pemetaan Dinas PUPR
Kota Pangkalpinang menyatakan bahwa :

“ Dalam pelaksanaan penataan ruang Kota Pangkalpinang memiliki
konsistensi komunikasi yang konmsisten karena setiap Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) memiliki aturan dan Peraturan Daerah yang tidak tumpang
tindih serta terintergrasi”. (Wawancara hari Jumat, Tanggal 26 Oktober 2018)

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, dapat disimputkan bahwa dalam
pelaksanaan penataan ruang kota Pangkalpinang, konsistensi komunikasi yang
diberikan oleh pelaksana kebijakan kepada targer group dalam hal ini adalah
Dinas PUPR Kota Pangkalpinang dengan beberapa petugas pelaksana tata ruang
di lapangan sesuai dengan informasi yang diberikan sebelumnya dalam hal tata
cara pelaksanaan dalam menjalankan program yang telah di berikan.

Konsistensi dalam implementasi kebijakan pun menurut hasil penelitian
bahwa pada dasarnya Pemkot Pangkalpinang telah berupaya untuk melaksanakan
apa yang diamanatkan dalam Perda tersebut. Namun, masih saja terjadi
pelanggaran-pelanggaran dalam pepataan ruang, dimana ada beberapa masalah
alih fungsi lahan karena perilaku oknum dar kepedulian masyarakat yang masih
kurang. Dengan demikian, implementasi kebijakan penataan ruang ditinjau dari
komunikasi pada hakikatnya Pemkot Pangkalpinang Dinas PUPR telah
melakukan sosialisasi tentang rencana tata ruang kota kepada masyarakat namun
masih ditemui kendala dan sisi konsistensi informasi yang diberikan serta

partisipasi tokoh masyarakat.
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Senada dengan pernyataan diatas, Menurut teori yang dikemukakan oleh
Edward III, (1980) konsistensi atas informasi yang disampaikan diperlukan guna
menghindarkan  kebingungan diantar pihak-pihak yang terkait dalam
pelaksanaannya. Begitupun dengan Implementasi Kebijakan Kedudukan Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kota Pangkalpinang berdasarkan Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2012 ini sangat dituntut adanya konsistensi informasi
namun jika tejadi perubahan karena melihat kondisi masyarakat, secara otomatis
informasi yang beredar dimasyarakat juga ikut berubah.

Kemudian hal yang sama dengan penelitian terdahulu yang dilakukan
oleh Hendra Wijayanto, Ratih Kurnia Hidayat pada tahun (2017) dengan judul
Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan (Studi
Pengembangan di Kota Administrasi Jakarta Utara). Diketahui, bahwa
implementasi kebijakan RTRW dalam penyediaan ruang terbuka hijau di Kota
Administrasi Jakarta Utara masih belum optimal dan baru terealisasi sebesar 10%,
dikarenakan penggunaan lahan yang tersedia untuk RTH tidak difungsikan
sebagaimana peruntukannya dan adanya beberapa kendala yang dihadapiseperti
lemahnya pengawasan, harga tanah yang mahal, peningkatan lahan terbangun dan
kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

b) Sumber Daya

Informasi tentang proses implementasi mungkin telah disampaikan
dengan teliti, jelas, dan konsisten tetapi jika pelaksana kekurangan sumber daya
yang diperlukan untuk menyelesaikan implementasi kebijakan maka

pengimplementasian tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan.
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Dalam hal int sumber daya yang dimaksud adalah Sumber Daya Manusia
(SDM) dari pelaksana kebijakan baik itu secara kualitas maupun kuantitasnya
seperti staf yang cukup, memadai dan berkompeten dibidangnya, selain itu dalam
aspek sumber daya juga perlu didukung oleh bagaimana ketersediaan informasi
guna pengambilan keputusan, kewenangan, serta fasilitas yang dibutuhkan dalam
pelaksanaan program atau Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kota Pangkalpinang, berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2012.

Dengan demikian, dalam implementasi kebijakan RTRW di Kota
Pangkalpinang bukan hanya komunikasi saja yang harus diperhatikan, namun
apabila sumber daya-nya kurang, maka implementasi Kebijakan Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pangkalpinang, berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun
2012 tidak akan berjalan efektif. Dengan demikian, untuk mengukur sumber daya
dalam implementasi kebijakan ini dapat dilihat dan Staff, Information, Authority,

dan Facilities . Edwards 111, (1980:10-11).

1.) Staff

Dalam pelaksanaan suatu program atau kebijakan tentu saja perlukan
pelaksana guna méndukung terlaksananya program atau kebijakan dengan baik.
Tanpa adanya personil untuk melaksanakan suatu program atau kebijakan, maka
program atau kebijakan apapun tidak dapat berjalan dengan baik dan hanya akan
tinggal sebagai dokumen tanpa ada realisasinya. Oleh karena itu, ketersediaan staf
pelaksana yang cukup serta berkompetensi dalam mendorong keberhasilan suatu
program atau kebijakan sangat diperlukan terutama pembangunan sumber daya
manusia dalam menciptakan infastruktur yang menunjang keberhasilan Penataan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pangkalpinang.
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Berikut hasil wawancara langsung dengan KW selaku Kasubag Umum
dan Kepegawaian Dinas PUPR Kota Pangkalpinang yang menyatakan bahwa:

“Dimana jumlah Sumber Daya Manusia di Kepegawaian Dinas PUPR
Kota Pangkalpinang yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan
RTRW di Kota Pangkalpinang masih kurang, bayangkan staf atau pegawai di
dinas ini hanya 49 orang dan 47 Honorer. Sedangkan di dinas lain, contohnya;
Dinas Perumahan dan Pemukiman Pangkalpinang memiliki staf atau pegawai
sebanyak 200 lebih. Sangat jauh perbedaannya jika dibandingkan dengan

Jjumiah staf atau pegawai di dinas kami”. (Wawancara hari Senin, Tanggal 29
Oktober 2018)

Hal ini juga dibenarkan oleh Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR
Kota Pangkalpinang, IK mengatakan bahwa:

”Saya sebagai Kepala Bidang Tata Ruang juga sangat kekurangan staf

di bidang ini, apalagi petugas lapangan sangat di perlukan dalam

pengimplementasian suatu program. staff kami juga masih kurangnya

pemahaman tentang tata ruang yang seharusnya itu sebagai kunci dalam proses
pengimplementasian kebijakan dan program”, (Wawancara hari Senin, Tanggal

29 Oktober 2018)

Berdasarkan hasil wawancara langsung yang dilakukan peneliti dengan
para informan, maka penulis memberikan kesimpulan bahwa pelaksana kebijakan
ini kuantitas dan kualitasnya masih kurang memadai, dimana staf atau pegawai 49
ASN dan 47 Tenaga Kontrak/Honorer, untuk bidang tata ruang hanya memiliki 4
staf sesuai dengan keahliannya. Jika staf di kantor dinas dan petugas lapangannya
tidak ditambah maka pengimplementasian penataan ruang di kota Pangkalpinang
kurang berjalan dengan efektif.

Selain jumlah pelaksana yang memadai juga diperlukan adanya
pelaksana yang kompeten dalam menjalankan program tersebut, karena apabila
jumlah pelaksana telah mencukupi, namun tanpa diimbangi dengan kemampuan

atau keahlian dalam menjalankan program, maka dalam proses pelaksanaannya

tidak dapat berjalan dengan maksimal. Ketersediaan sumber daya manusia yang
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terampil merupakan hal yang sangat penting agar pelaksanaan program atau
kebijakan lebih efisien dan efektif, dimana kadangkala pelaksanaan suatu kegiatan
terhambat selain karena jumlah pelaksana yang tidak memadai dan juga pada
kurangnya kualitas sumber daya manusia sebagai pelaksana.

Berikut hasil wawancara langsung dengan Kepala Bidang Tata Ruang

Dinas PUPR Kota Pangkalpinang, IK yang menyatakan bahwa:

“Pengimplementasian penataan ruang dikota Pangkalpinang tidak
hanya mengalami kendala kurangnya jumlah sumber daya manusia namun
disatu sisi juga terdapat kendala yang dihadapi oleh para staff tersebut dalam
pengimplementasiaan penataan ruang di kota Pangkalpinang berupa kualitas
pemahaman tentang tata ruang yang masih berkisar 60% sehingga perlu
diadakannya Diklat atan Kuliah/Rapat Intern Tiap 3x dalam seminggu”.
{Wawancara har Senin, Tanggal 29 Oktober 2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat diketahw
bahwa secara umum kualitas kemampuan dan keahlian tentang tata ruang para
pelaksana dilapangan dalam hal ini para petugas lapangan tidak memadat karena
masih harus diadakanya pelatihan atau Diklat tentang penataan tata ruang di kota
Pangkalpinang sebagai penambah pengetahuan untuk mereka. Sehingga Diklat
atau pelatihan tentang penatan tata ruang kota Pangkalpinang masih ditindak

lanjuti hingga program tersebut terlaksana.

Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Edward III, (1980) yang
menyatakan bahwa jumiah dan kualitas pelaksana yang memadai sangat
memberikan dampak yang positif dalam pelaksanaan program. Jumlah dan
kualitas dari pelaksana yang memadai dapat memberikan dampak positif dalam
implementasi. Munculnya masalah dalam Implementasi Kebijakan RTRW di Kota
Pangkalpinang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 dipengaruhi

juga oleh aspek, kurangnya sumber daya dan pemahaman tata ruang oleh sumber
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daya manusia, yang mengakibatkan terhambatnya proses pengimplementasian
penataan tata ruang kota Pangkalpinang. Padahal salah satu hal penting yang
dibutuhkan dalam Implementasi Penataan Ruang di Kota Pangkalpinang
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012. Untuk itu, perlu adanya
langkah yang tepat dalam penyelesaian masalah ini, salah satu diantaranya adalah
dengan penambahan staf di kantor dinas, petugas lapangan dan pengawasan serta

mengikuti pelatihan-pelatihan.
2.) Informasi

Informasi memberikaﬁ gambaran bagi pelaksana apa yang harus
dilakukan, begitupun dengan Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) di Kota Pangkalpinang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1
Tahﬁn 2012, diperlukan adanya ketersediaan informasi tentang apa yang harus
dilakukan dan bagaimana cara implementor untuk melakukannya. Adapun
informasi yang diperlukan berupa hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan
Implementasi Kebijakan RTRW di Kota Pangkalpinang ini seperti pemberian
informasi kerja sesuai yang telah diatur dalam kebijakan tersebut.

Berkaitan dengan masalah informasi sebagai salah satu indikator dalam
faktor sumber daya, hasil wawancara dengan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas

PUPR Kota Pangkalpinang, IK menyatakan bahwa:

“Cara pemberian informasi kerja terkait dengan implementasi
penataan ruang di kota Pangkalpinang berupa rapat koordinasi pada setiap
bidang yang dilakukan setiap han selasa berupa persiapan kerja staff”.
(Wawancara hari Senin, Tanggal 29 Oktober 2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti dapat mengambil

kesimpulan bahwa informasi-informasi yang dibutuhkan oleh implementor dalam

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43770.pdf

127

Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kota
Pangkalpinang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 dilakukan
dengan cara rapat koordinasi pada setiap bidang yang dilakukan setiap hari selasa

berupa persiapan kerja staf.

Berikut hasil wawancara dengan AM, selaku Kepala Seksi Pemanfaatan

dan Pengendalian Tata Ruang, Dinas PUPR Kota Pangkalpinang bahwa :

“Sedangkan kendala dalam implementasi informasi yang mendukung
penataan kota Pangkalpinang berasal dari masyarakat dimana masyarakat
masih kurang memahami tentang penataan ruang di kota Pangkalpinang
sehingga masyarakat dipandang masih perlu diberikan beberapa tugas terkait
permasalahan penataan tata ruang kota serta diberikan sosialisai mengenai
Peraturan Daerah ini dan pemberian buku-buku tentang penataan ruang kota
Pangkalpinang agar lebih efektif dalam pengimplementasian penataan ruang
sebagai solusinya.” (Wawancara hari Senin, Tanggal 29 Oktober 2018)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti diatas, maka dapat disimpulkan
bahwasanya informasi yang mendukung penataan ruang kota Pangkalpinang
berasal dari masyarakat tetapi masyarakat masih perlu di berikan sosialisasi dalam
bentuk sosialisasi terbuka ataupun pemberian buku-buku tentang penataan tata
ruang kota Pangkalpinang agar lebih efektif dalam pengimplementasian penataan

ruang.

Sesuai yang dikemukakan oleh Edward III, {1980) bahwa, ketersediaan
sumber daya informasi merupakan salah satu hal yang diperlukan dalam proses
pelaksanaan program atau kebijakan, baik itu informasi yang berasal dan atas
berupa format atau matert yang terbaru maupun untuk masyarakat mengenai
persyaratan dan tata cara pelaksanaannya, Apabila terjadi kekurangan informasi
maka akan menyebabkan pelaksanaan kurang tanggap terhadap perubahan yang

terjadi, sehingga memperlambat pelaksanaan di lapangan nantinya.
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3.) Wewenang

Sumber daya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk
menentukan bagaimana program atau kebijakan dilakukan. Pada umumnya,
kewenangan harus bersifat formal agar kebijakan dapat dilaksanakan.
Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam
melaksanakan kebijakan yang ditetapkan. Ketika wewenang itu nihil, maka
kekuatan para implementor di mata pubiik tidak terlegitimasi, sehingga dapat
menggagalkan proses implementasi kebijakan.

Berkenaan dengan wewenang sebagai salah satu indikator dalam factor
sumber daya dalam implementasi, berikut petikan wawancara dengan SD, Kepala
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pangkalpinang.
Beliau menerangkan :

“Kewenangan dari Dinas PUPR Pangkalpinang dalam mengendalikan
penataan ruvang kota Pangkalpinang berlandaskan Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2012 dimana dalamn Peraturan Daerah tersebut dikatakan bahwa Dinas
PUPR memiliki mandat/wewenang untuk mengatur dan menata kota
Pangkalpinang pada zomasi-zonasi yang telah ditentukan dalam Peraturan
Daerah tersebut. Sedangkan, arahan yang diberikan oleh Dinas PUPR terhadap
Pemenntah kota untuk menata tata ruang kota Pangkalpinang berupa kepatuhan
pada Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang dalam menata ruang kota
Pangkalpinang. Hal tersebut berhubungan dengan kontribusi Dinas PUPR dalam
menyediakan finansial terkait dengan impelementasi program penataan ruang
berupa penyediaan anggaran melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD) kota dimana semua program kegiatan dan pekerjaan dalam
mengimplementasikan penataan ruang kota Pangkalpinang berupa dana yang
diberikan kepada Dinas terkait dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA)”. (Wawancara hari Selasa, Tanggal 31 Oktober 2018)

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan AM, selaku Kepala
Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang, Dinas PUPR Kota

Pangkalpinang bahwa:

“Para pelaksana dituntut untuk memiliki inisiatif dalam mengambil
keputusan dan memecahkan masalah yang ada dalam pelaksanaan Implementasi
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Kebijakan RTRW di Kota Pangkalpinang sepanjang masih sesuai dengan aturan
pelaksanaan yang sudah diatur sebelumnya. Contohnya ; pengendalian
pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang
seperti pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung, kawasan budidaya dan
sistem penghijauan di kota Pangkalpinang”. (Wawancara hari Selasa, Tanggal 30
Oktober 2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa para
pelaksana dilapangan memiliki wewenang dan tanggung jawab dengan tugas vang
masing-masing mereka lakukan. Baik dalam mengambil keputusan atau
memcahkan masalah yang muncul dilapangan. Sesuai dengan teori yang
dikemukakan oleh Edward 11, (1980) yang menyatakan bahwa kewenangan
dibutuhkan agar pelaksana dapat mengambil langkah antisipasi atau penyelesaian
apabila menemui masalah dalam pelaksanaan program atau kebijakan.
Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagt para pelaksana datam

melaksanakan program yang ditetapkan.

4,) Fasilitas

Selain berupa sumber daya yang telah dikemukakan sebelumnya, salah
satu faktor pendukung dari sumber daya yang juga tak kalah pentingnya dalam
pelaksanaan program atau kebijakan, yaitu ketersediaan fasilitas dalam proses
pelaksanaan suatu program atan kebijakan. Salah satu fasilitas pendukung yaitu
tersedianya sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program atau
kebijakan karena tanpa sarana pendukung seperti bangunan sebagai kantor untuk
melakukan koordinasi, tanpa perlengkapan, tanpa perbekalan, maka besar
kemungkigan implementasi yang direncanakan tidak akan berhasil. Sama halnya

dengan Implementasi Kebijakan RTRW di Kota Pangkalpinang berdasarkan
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Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012, dalam hal ini pelaksanaannya

membutuhkan fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) yang memadai.

Berkaitan dengan permasalahan fasilitas berupa penyediaan sarana dan
prasarana, berikut pemaparan dari AD, sebagai Kepala Seksi Data dan Pemetaan

Dinas PUPR Kota Pangkalpinang yang menyatakan bahwa:

“Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kota Pangkalpinang kepada
Dinas PUPR Kota Pangkalpinang berupa anggaran atau biaya, kelembagaan
atau Dinas, Sumber Daya Manusia (SDM) dan beberapa peralatan yang
mendukung pengimplementasiaan rencana tata ruang wilayah sebagai
pemanfaatan RTH di kota Pangkalpinang.” (Wawancara hari Selasa, Tanggal 30
Oktober 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa, dana
yang disediakan oleh Pemerintah yang dibiayai langsung oleh APBD dalam
pelaksanaan kebijakan ini memenuhi penyediaan fasilitas berupa sarana dan
prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan RTRW

dalam pemanfaatan RTH sehingga dana tersebut cukup untuk membiayai fasilitas

saat di lapangan nanti.

¢) Disposisi

Disposist adalah aspek yang berkaitan dengan bagaimana sikap dan
dukungan para pelaksana terhadap program atau kebijakan. Sikap dan dukungan
sangat penting dalam proses implementasi, karena kesamaan pandangan terhadap
apa yang dikerjakan bersama akan mempermudah pencapaian tujuan. Pentingnya
kesamaan pandangan terhadap suatu program yang sedang dilaksanakan akan
terlihat dart kesatuan arah dan gerak dari para pelaksana kebijakan. Dengan adanya

kesamaan gerak dalam pelaksanaan kebijakan, maka diharapkan tujuan dari sebuah
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kebijakan sebagai sasaran yang hendak dicapai bukanlah hanya semata-mata
sebuah cita-cita melainkan merupakan sebuah kenyataan. Hal ini dapat diantisipasi
dengan upaya penempatan pegawai yang sesuai atau yang memiliki dedikasi yang
tinggi terhadap program serta pemberian insentif,

Adapun pengertian disposisi yang peneliti maksud adalah sikap dari
pelaksana dalam Implementasi Kebijakan RTRW Kota Pangkalpinang berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW, dalam hal ini penempatan
pegawal dan pemberian insentif akan menjadikan pelaksanaan kebijakan tersebut

dapat berjalan sesuai petunjuk teknis pelaksanaan.

1) Penempatan Pegawai/Pengangkatan Birokrasi

Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan
hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil
yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat
tinggi. Dalam pengimplementasian kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) dalam pemanfaatan RTH di Kota Pangkalpinang, dalam hal im
penempatan para pelaksanaanya ada yang melalui penunjukan langsung dan ada
yang melalui beberapa tahap pelatihan. Hal ini dinyatakan oleh SD, Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pangkalpinang. Beliau
menerangkan :

“Penempatan pegawai dalam hal pelaksanaan kebijakan RTRW dalam
Pemanfaatan RTH di kota Pangkalpinang di lapangan dalam hal ini petugas
Japangan saya rasa sudah tepat, para pelaksana di tempatkan sesuai dengan
keahlian masing-masing karena mereka semua telah mengikuti
pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak Dinas PUPR”. .”
(Wawancara hari Senin, Tanggal 29 Oktober 2018)

Selain itu ditambahkan pula oleh Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR

Kota Pangkalpinang, IK mengatakan bahwa:
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“Para pelaksana perda ini sudah sangat mengerti apa isi dan tujuan
kebijakan RTRW ini karena mereka telah melakukan pelatihan-pelatihan yang
dibiayai langsung oleh Pemerinta Kota, jadi mereka sudah paham maksud dari
kebijakan ini, penempatan pegawai saya rasa sudah sangat tepat sesuai bidang
dan spesialisasi kerja masing-masing”. (Wawancara han Selasa, Tanggal 30
Oktober 2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas diketahui bahwa penempatan
pegawai di Dinas PUPR Kota Pangkalpinang, pelaksana dalam hal ini petugas
lapangan yaitu dengan penunjukan langsung sesuai dengan keahlian yang dimiliki
namun dipermantap dengan pelaksanaan pelatihan-pelatihan guna memperoleh
pelaksana yang sesual dengan tugas yang akan dijalankan. Karena itu, mekanisme
terkait pengangkatan birokrasi di internal Dinas PUPR dalam pengimplementasi
Kebijakan RTRW Kota Pangkalpinang harus berdasarkan Undang-Undang
kepegawaian karena struktur pengangkatan birokrasi merupakan salah satu aspek
indikator disposisi dalam menunjang kelancaran program tata ruang kota
Pangkalpinang dalam memajukan kota Pangkalpinang .

Sejalan dengan pemyataan diatas, Hal ini dinyatakan juga oleh dengan
KW, selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas PUPR Kota Pangkalpinang
yang menyatakan bahwa:

“Mekanisme pengangkatan birokrat internal Dinas PUPR Kota
Pangkalpinang berlandaskan pada Undang Undang kepegawaian atau Aparatur
Sipil Negara (ASN).” (Wawancara han Selasa, Tanggal 31 Oktober 2018)
Selain itu ditambahkan pula oleh SD, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang (PUPR) Kota Pangkalpinang bahwa:

“Para pelaksana Peraturan Daerah ini sudah sangat mengerti apa isi dari
ASN khususnya pegawai Dinas PUPR Kota Pangkalpinang, jadi mereka sudah
paham maksud dari kebijakan ini, pengangkatan birokrat saya rasa sudah sangat
tepat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.” (Wawancara hari Selasa,
Tanggal 30 Oktober 2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas, diketahui bahwa

pengangkatan birokrat dalam hal ini melalui aturan Undang-Undang yang sudah
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mengatur tentang pengangkatan birokrat seperti Undang-Undang Aparatur Sipil
Negara (ASN). Hal itu guna memperoleh pelaksana yang sesuai dengan aturan
pemerintah.

Sebagai teori pendukung menurut Edward III, (1980:23) pengangkatan
dan pemilthan personil pelaksana program haruslah orang-orang yang tepat dan
memiliki dedikasi pada tugas yang dijalankan. Sehingga pelaksanaan suatu

program bisa berjalan dengan efektif.

2) Insentif

Selain dengan pengangkatan birokrat yang sesuai, yang memiliki persepsi
atau sikap yang sama dengan pembuat program atau kebijakan guna mencapat
tujuan yang ditetapkan maka salah satu yang juga berpengaruh terhadap sikap dan
komitmen pelaksana yaitu dengan pemberian insentif yang sesuai. Karena tidak
dapat di pungkiri bahwa sikap dan komitmen pelaksana dapat di tingkatkan dengan
upaya pemberian insentif yang mencukupi.

Pada Implementasi Kebijakan RTRW Kota Pangkalpinang berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 ini berdasarkan pemyataan dan AA,
sebagai Kepala Seksi Perencanaan tata ruang yang menyatakan bahwa:

“Pemberian insentif diperlukan untuk pelaksanaan tugas penataan
ruang yang berasal dari pemerintah kota berupa Tambahan Penghasilan Pegawai
(TPP) yang besarnya sesuai dengan jenis jabatan atau golongan”.

(Wawancara hari Selasa, Tanggal 30 Oktober 2018)

Berikut pernyataan tambahan oleh ZA, selaku Kasubag PEP dan
Keuangan. Ia membenarkan bahwa:

“Pemberian insentif hanya diberikan oleh para pekerja penataan ruang

kota Pangkalpinang yang memiliki indikator “Rajin bekerja” absen full (tanpa

keterangan) dan aktif dalam mengikuti apel pagi.” (Wawancara hari Rabuy,
Tanggal 31 Oktober 2018)
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Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa
pemberian insentif berasal dari pemerintah kota Pangkalpinang yang berupa
tambahan penghasilan pegawai (TPP) sesuai dengan jenis jabatan atau golongan.
Indikator pemberian insentif bagi pelaksana yaitu rajin bekerja, absen full, aktif
dalam pekerjaan dan lain-lainnya.

Insentif bukan hanya berupa materi, tetapi dapat berupa penghargaan maupun
sanksi, dimana pemberian insentif dapat terkait dengan upaya pemberian tunjangan
bagi pelaksana yang menunjukkan prestasi ataupun pemberian punishment atau
sanksi bagi yang melanggar. Berdasarkan pernyataan dari Kepala Bidang Tata
Ruang Dinas PUPR Kota Pangkalpinang, IK mengatakan bahwa:

“Dana yang disediakan dalam pelaksanaan kebijakan int masih korang
jadi petugas lapangan yang baru bertugas belum sepenuhnya diberikan msentif
oleh Pemerintah kota Pangkalpinang, jadi ini adalah kendalz utama sebenarnya

di’ dalam pelaksanaan perda ini”. (Wawancara hari Selasa, Tanggal 30 Oktober
2018) '

Melihat hal tersebut peneliti berkesimpulan bahwasanya, pemberian
insentif bagi para pelaksana kebijakan implementasi Kebijakan Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
ini bagi petugas lapangan sangat mempengaruhi perilaku para pelaksana kebijakan
dimana para pelaksana kebijakan tersebut dilapangan dalam hal im petugas
lapangan kuantitasnya masih kurang memadai hal ini diakibatkan karena tidak
adanya insentif berupa gaji tambahan yang diberikan pihak Pemerintah kepada para
pelaksana (petugas lapangan) kebijakan di lapangan dalam beberapa tahun terakhir
ini.. Edward TII, (1980) menjelaskan bahwa salah satu teknik yang disarankan
untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan

memanipulasi insentif yang diberikan.
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Berkaitan dengan hal diatas, ada kaitannya dengan penelitian yang
dilakukan oleh Poni Sukaesih Kumiati pada tahun (2016) dengan judul
Implementasi Kebijakan Penataan Ruang di Kota Bandung. Diketahui dalam
penelitian ini sudah berjalan dengan cukup baik, akan tetapi masih mengalami
berbagai hambatan terkait kurangnya ketersediaan SDM pelaksana kebijakan baik
secara kualitas maupun kuantitas untuk melakukan pengawasan, pengendalian
dalam pengaturan dan pelanggaran tata ruang dan bangunan. Sementara dari aspek
disposisi, para pelaksana kebijakan memiliki karakteristik yang cukup baik untuk
keberhasilan implementasi kebijakan penataan ruang ini, walaupun masih ditemui
beberapa kasus alih fungsi lahan. Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan
im pun memiliki dasar yang cukup kuat, dengan dikeluarkannya Perda Nomor 18
Tahun 2011 serta kebijakan lainnya yang turut menyokong terhadap penataan

ruang dan bangunan di Kota Bandung.

4.) Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi merupakan sub-variabel terakhir yang berpengaruh
terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Struktur birokrasi akan
memberikan gambaran tentang para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan
kewenangannya, serta pembagian kerja sehingga tidak tegadi overlapping
pelaksanaan tugas dalam pengimplementasian kebijakan. Struktur birokrasi ini
tentunya harus diatur sedemikian rupa agar tujuan kebijakan tercapai secara efektif,
seperti yang dikemukakan Edwards III (1980:125) berikut ini:

“Policy implementers may know what to do and have sufficient desire
and resources to do it, but they may still be hampered in implementation by the
structures of the organizations in which they serve, two prominen! characteristics
of bureaucracies are standarf operating procedurs (SOPs) and fragmentation the
former develop as internal respons to the limited time and resources of
implementers and the desire for uniformity in the operation of complex and
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widely dispersed organizations; they ofien remain in force due to bureaucratic
inertia”.

Guna mengukur struktur birokrasi ini, maka ada dua aspek yang
digunakan yaitu Standard Operating Procedures (SOP), dan Fragmentation
(Fragmentasi). Edwards I1I, (1980:11-12). Dalam penelitian ini struktur yang
dimaksud adalah kondusif, kerjasama, koordinasi, standar operational system
(SOP) dan Fragmentasi dalam pelaksanaan kebijakan, adapun yang menjadi

indikatornya yaitu:

1) Kondusif
Indikator ke-empat dalam Implementasi Kebijjakan RTRW di Kota
Pangkalpinang adalah struktur birokrasi dimana faktor kondusifitas dalam
mendukung pengimplementasian Kebijjakan RTRW di Kota Pangkalpinang.
Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Pangkalpinang, IK menerangkan bahwa ;
“Upaya dari Dinas PUPR Kota Pangkalpinang bidang tata ruang dalam
menjaga kondusifitas yaitu dengan cara kekompakan bekerja, kedisiplinan
dalam bekerja, dan memiliki loyalitas yang tinggi kepada atasan ataupun
bawahan. Dalam menjaga kondusifitas ini kami belum menghadapi kendala
karena kami masih sering mengadakan rapat koordinasi dan pembuatan TIM

kerja antar dinas-dinas terkait”. (Wawancara hari Rabu, Tanggal 31 Oktober
2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa terdapat kondusifitas
yang positif berupa kekompakan bekerja, loyalitas yang tinggi terhadap atasan dan
kedisiplinan  berkerja.  Hubungan kerja antara pemenntah  dalam
pengimplementasian Kebijakan RTRW di Kota Pangkalpinang diketahui adanya
kendala karena segala program kebijakan ini selalu dilakukan dalam bentuk rapat

koordinasi dan pembentukan tim kerja antar dinas terkait.
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2) Kenasama dan Koordinasi

Dalam pelaksanaan suatu program, kadangkala terdapat penyebaran
tanggungjawab diantara beberapa unit kerja maupun instansi. Sehingga dibutuhkan
adanya koordinasi dan kerjasama antara pthak-pihak yang terkait tersebut. Adapun
dalam pelaksanaan kebijakan ini, melibatkan beberapa pihak/OPD yang terkait,
diantaranya Dinas PUPR Kota Pangkalpinang, Dinas Lingkungan Hidup, dan
PERKIM.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR
Pangkalpinang, IK menerangkan bahwa ;

“Faktor kerjasama antara Dinas PUPR Kota Pangkalpinang dengan
Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam mengimplementasikan Kebijakan
RTRW di Kota Pangkalpinang dilaksanakan berupa pembentukan tim teknis
penataan ruang dan pelaksanaan rapat koordinasi. Rapat tersebut diikuti oleh
staf Dinas PUPR dengan Pemerintah kota Pangkalpinang dalam bentuk rapat
dan pembentukan tim setiap sebulan sekali secara teknis dengan pihak-pihak
terkait.

(Wawancara hari Rabu, Tanggal 31 Oktober 20i8)

Lebih lanjut di sampaikan oleh dari AA, sebagai Kepala Seksi
Perencanaan tata ruang yang menyatakan bahwa:

“Hasil koordinasi dan kerjasama yang terjalin antara pihak-pihak yang
terkait dalam pengimplementasian Kebijakan RTRW di Kota Pangkalpinang ini
bisa dikatakan berjalan dengan baik semua pihak yang terlibat merasa
bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan ini, hal ini tergambar dengan
bentuk kerjasama antara staf khususnya petugas lapangan yang melaksanakan

kebijakan ini belum ada kendala dalam aspek koordinasi”.
(Wawancara hari Rabu, Tanggal 31 Oktober 2018)

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut diatas, dapat diketahui
bahwa bentuk koordinasi dan kerjasama antar pihak-pihak yang terkait dalam
pengimplementasian Kebijakan RTRW di Kota Pangkalpinang berjalan dengan
baik, ini terlihat dengan kesigapan para pelaksana dalam menyelesaikan berbagai

masalah yang timbul ini dilihat dari tanggung jawab yang dimiliki sesuai dengan
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tugas dan fungsi yang mereka miliki diantaranya kerjasama vang dilakukan antara
Dinas PUPR yaitu petugas-petugas lapangan yang mensosialisasikan langsung
kebijakan ini kepada 7 kecamatan/keturahan di Kota Pangkalpinang.
3)  Standar Operating Prosedures (SOP)

Pelaksanaan suatu program atau kebijakan membutuhkan suatu prosedur
yang menjadi standar pelaksanaannya. Adapun menurut Kepala Bidang Tata
Ruang Dinas PUPR Pangkalpinang, IK yang menyatakan bahwa:

“Dalam pengimplementasian kebijakan rencana tata ruang wilayah
(RTRW) ini, terdapat adanya suatu Standar Operating Prosedures (SOP) yang
menjadi petunjuk pelaksanaan dan juga mmpengaruhi indikator struktur
birokrasi dalam pengimplementasian Kebijakan RTRW di Kota Pangkalpinang,
Jadi segala sesuatunya dilaksanakan sesvai aturan yang sudah diatur
sebelumnya, namun tidak berarti para pelaksana menjadi kaku dalam
pelaksanaannya”. (Wawancara hari Rabu, Tanggal 31 Oktober 2018)

Selain itu berdasarkan pernyataan dan AA, sebagai Kepala Seksi Data
dan Pemetaan Dinas PUPR Kota Pangkalpinang bahwa:

“Dinas PUPR telah menetapkan SOP yaitu permintaan informasi dan
data tata ruang, pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau (RTH) dan
mekanisme kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) kota
Pangkalpinang”. (Wawancara hari Rabu, Tanggal 31 Oktober 2G18)

Dari pernyataan tersebut diatas, diketahur bahwa prosedur yang
dibutuhkan daiam pengimplementasian Kebijakan RTRW di Kota Pangkalpinang
diatur dalam bentuk tata cara pelaksanaan, yang lebih dikenal dengan SOP, SOP
inilah yang menjadi acuan untuk seluruh pelaksana kebijakan di lapangan dalam
hal ini para petugas lapangan di lapangan untuk merealisasikan beberapa program
tata ruang kota Pangkalipinang yang berfokus pada penciptaan lingkungan alam
dan harmonis, penggunaan sarana transportasi yang memadai, mengembangkan

aspek budaya dan pariwisata serta penciptaan sumber daya manusia yang
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mumpuni dalam merealisasikan rencana tata ruang wilayah di kota Pangkalpinang
kedepan.

Prosedur pengimplementasian Kebijakan RTRW di Kota Pangkalpinang
saat ini tidak terlalu mengalami kendala yang rumit untuk di jalankan, berikut
hasil wawancara dengan AM, selaku Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian
‘Tata Ruang, Dinas PUPR Kota Pangkalpinang . beliau menuturkan bahwa :

“Prosedur pengimplementasian Kebijakan RTRW di Kota
Pangkalpinang saat ini dapat diterapkan dengan memberikan penyuluhan dan
pelatihan sesuai dengan program-program yang telah di tetapkan sebelumnya”.
{(Wawancara hari Selasa, Tanggal 30 Oktober 2018)

Berdasarkan teon yang dikemukakan oleh Edward I, (1980:18) bahwa
SOP diperlukan guna mengatur tata cara pekerjaan dan pelaksana program atau
kebijakan. Akan tetapi, kadang kala tahap yang terlalu berbelit-belit dan harus
dijalankan sesuai dengan yang ada dalam petunjuk pelaksanaan, menyebabkan
kekakuan dan kejenuhan di kalangan masyarakat, hal imi dapat menghambat
pelaksanaan suatu program.

Standar Operasional Prosedure (SOP) Pemeliharaan/Perawatan Taman
pada Dinas PUPR Kota Pangkalpinang diperlukan agar terciptanya kebersihan dan
taman yang indah dengan terawatnya taman-taman di Kota Pangkalpinang. Alur
pengawasan pemeliharaan taman di lingkungan Dinas PUPR ini terdini dari atas
kebawah (Top Down) diawasi oleh Kepala Dinas PUPR, dipantau Kepala Bidang
Tata Ruang, lalu Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang, serta
dilakukan koordinasi Pengawas lapangan dan Petugas Lapangan/PHL.

4) Fragmentasi
Edwards II1, (1980: 12) menyatakan fragmentasi adalah penyebaran

tanggung jawab terhadap suatu wilayah kebijakan di antara beberapa unit
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organisasi. Semakin banyak aktor-aktor dan badan-badan yang terlibat dalam
suatu kebijakan tertentu dan semakin saling berkaitan keputusan-keputusan
mereka, semakin kecil kemungkinan keberhasilan implementasi. Adapun dalam
pelaksanaan kebijakan ini, melibatkan beberapa pihak yang terkait, diantaranya
Dinas Lingkungan Hidup diantaranya, seksi Pertamanan dan seksi Penghijauan
yang membantu sostalisast dan masyarakat khususnya Tokoh masyarakat
sebagat target group.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas PUPR, SD menyatakan
bahwa:

“Koordinasi dan kerjasama yang terjalin antara pihak-pihak yang
terkait dalam pelaksanaan Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah ini bisa
dikatakan berjalan dengan baik, semua pihak yang terlibat merasa bertanggung
Jawab dalam pelaksanaan kebijakan ini, hal ini tergambar dengan bentuk
kerjasama antara staff yg adalah Dinas PUPR, Khususnya petugas lapangan
yang mensosialisasikan langsung kebijakan ini. (Wawancara hari Selasa,
Tanggal 30 Oktober 2018)

Lebih lanjut Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Pangkalpinang, IK
menjelaskan bahwa :

“Semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan RTRW ini
secara umum dapat dikatakan bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan
fungsi yang mereka miliki dimana Koordinasi kami lakukan dalam segala hal,
termasuk dalam hal menyelesaitkan masalah yang timbul dalam pelaksanaan
perda tersebut“. Standar Operating Prosedures (SOP) yang telah ditetapkan
oleh Dinas PUPR memiliki fragmentasi berupa tugas kewenangan berdasarkan
Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2012 . (Wawancara hari Rabu, Tanggal 31 Oktober 2018)

Dilanjutkan pernyataan dari AA sebagai Kepala Seksi Perencanaan tata
ruang mengatakan bahwa;

“Berdasarkan landasan hukum tersebut Bagian III Pasal 50, kawasan
Budi Daya kota Pangkalpinang merupakan program utama yang akan dicapai
oleh pemerintah kota sebagai salah satu wujud impelementasi kota
Pangkalpinang. Kawasan tersebut adalah Kawasan perumahan dan permukiman,
perdagangan/jasa, pariwisata, kawasan RTH non hijau dan Kawasan reklamasi
Pasir Padi Water Front City dimana program tersebut juga telah diatur dalam
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Surat Keputusan Gubernur yang memiliki wewenang mutlak karena
Pangkalpinang merupakan Ibu kota Provinsi Babel yang mana Gubernur
merupakan pejabat tertinggi dalam menentukan realisasi implementasi
Kebijakan RTRW Kota Pangkalpinang”. (Wawancara hani selasa, Tanggal 30
Oktober 2018)

Dari pernyataan tersebut diatas, pembagian tugas dan wilayah di Dinas
PUPR dengan pemeritah kota melalui kewenangan berdasarkan Undang-Undang
yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan diketahui bahwa fragmentasi yang
dibutubkan dalam pengimplementasian kebijakan RTRW Kota Pangkalpinang
belum mengalami kendala yang begitu berarti.

Menurut berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Edwards I1II,
(1980:12) fragmentasi berimplikasi terhadap definisi tanggung jawab, dan hal ini
akan membuat koordinasi kebijakan menjadi sulit. Sumber-sumber dan
kewenangan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah secara komprehensif
seringkali terdistribusi di antara banyak unit-unit birokrasi. Semakin koordinasi
dibutuhkan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, semakin kecil peluang
untuk berhasil.

Fragmentasi dalam pengimplementasian Kebijakan RTRW di Kota
Pangkalpinang tentunya akan berdampak pada keberhasilan implementasf
kebijakan ini. Dinas PUPR tentunya tidak sendiri mengimplementasikannya
namun ada beberapa bantuan dinas yang terkait pula. Oleh karena itu, koordinasi
antar SKPD diperlukan. Namun berdasarkan hasil penelitian, terlihat masih
kurang koordinasi antara SKPD yang terkait dalam hal pengendalian tata ruang
dan bangunan, sebagai akibat dari belum adanya aturan yang kuat dalam
melakukan pengawasan tata ruang dan bangunan.

Dengan demikian pengimplementasian Kebijakan RTRW di Kota

Pangkalpinang ditinjau dari struktur birokrasi pada dasarnya sudah dibentuk
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struktur birokrasi yang cukup baik dengan adanya SKPD yang berwenang dalam
mengimplementasikan kebijakan ini, namun disisi lain harus lebih ditingkatkan
koordinasi antar SKPD dan lebih dipertegas lagi dengan regulasi untuk mengatur
atas pelanggaran tata ruang terbuka hijau.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dalam penelitian terdahulu yang
dilakukan oleh Ni Putu Depi Y.P. (2016) dengan judul “/mplementasi kebijakan
Rencana Tata Ruang Wilayah dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota
Administrasi Jakarta Selata”, para implementator memiliki perspektif yang
sama dengan pembuat kebijakan dan mengetahui apa yang harus dilakukannya,
sehingga koordinasi antar dinas terkait sudah terlaksana. Hal ini sebagai usaha
untuk menghindart munculnya kepentingan lain yang dapat menghambat
pelaksanaan dari penyediaan Ruang Terbuka Hijau.

Para implementatornya pun telah memiliki kemampuan untuk
melaksanakannya tugasnya. Namun dalam penelitan ini tidak dibahas secara
mendalam terkait indikator pada vanabel disposisi diantaranya efek disposisi itu
sendiri, pengaturan birokrasi, dan insentif. Berbeda dengan pengimplementasian
kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam pemanfaatan RTH di Kota
Pangkalpinang, penempatan pegawai di Dinas PUPR Kota Pangkalpinang,
pelaksana dalain hal ini petugas lapangan yaitu dengan penunjukan langsung sesuai
dengan keahlian yang dimiliki namun dipermantap dengan pelaksanaan
pelatihan-pelatihan guna memperoleh pelaksana yang sesuai dengan tugas yang

akan dijalankan.
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BAB YV

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisa dan pembahasan terkait Implementasi Xebijakan
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dalam Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau
(RTH)” di Kota Pangkalpinang, berikut Kesimpulan dan Saran yang bisa

disampaikan peneliti :

A. Kesimpulan

Berikut ini kesimpulan yang dapat disampaikan berkaitan dengan
Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam
Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)” Di Kota Pangkalpinang, sebagai

berikut :

1. Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam
Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)” di Kota Pangkalpinang pada
umumnya telah terlaksana dengan cukup baik, Hal ini sudah terlaksana
adanya realisasi, sosialisasi, dan laporan yang masuk dari SKPD terkait untuk
melaksanakan Perda Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 ini. Namun,
masih ditemui beberapa permasalahan dalam pengimplementasian. Sesuai
dengan permasalahan, terbukti masih banyak RTH potensial yang belum
dimaksimalkan dalam pemanfaatannya, yaitu taman kota, jalur hijau dan
kota. Berdasarkan data Bidang Tata Kota mengenai Proporsi RTH pada tahun
2012 sampai dengan 2018 sedikit mengalami kenaikan yaitu sebesar 12,35%

dan kemungkinan setiap tahun jumlahnya akan bertambah, Keterbatasan
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Serta adanya alih fungsi lahan RTH yang tidak mempunyai KRK, IMB,

makam dan taman kota yang dijadikan Tempat Pedagang Kaki Lima (PKL).

2. Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dilihat dari
(1) aspek komunikasi, pada prinsipnya Pemkot Pangkalpinang telah
mensosialisasikan kepada tokoh masyarakat terkait tara ruang kota, namun
partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tertib ruang ini masih kurang. (2)
Sumber daya untuk mengimpiementasikan kebijakan ini sudah cukup
tersedia, namun masih kekurangan SDM secara kuantitas dan kualitas untuk
melakukan pengawasan, pengendalian dalam pengaturan dan pelanggaran tata
ruang dan bangunan masih kurang memadai, dimana staf atau pegawai 49
ASN dan 47 Tenaga Kontrak/Honorer, untuk bidang tata ruang hanya
memiliki 4 staf. Jika staf di kantor dinas dan petugas lapangannya tidak
ditambah maka pengimplementasian penataan ruang di kota Pangkalpinang
kurang berjalan dengan efektif. (3) Sementara dani aspek disposisi, para
pelaksana kebijakan memiliki karakteristik yang cukup baik untuk
keberhasilan Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
ini, walaupun masih ditemui beberapa kasus alih fungsi lahan. (4) Struktur
birokrasi dalam implementasi kebijakan ini pun memiliki dasar yang cukup
kuat, dengan dikeluarkannya Perda Nomor 1 Tahun 2012 serta kebijakan
lainnya yang turut menyokong terhadap penataan ruang dan bangunan di
Kota Pangkalpinang. Namun disisi lain masih harus dilakukan pembenahan
dari sisi regulasi untuk lebih tegas lagi dalam menangani
pelanggaran-pelanggaran terkait penataan dan pelanggaran tata ruang serta

bangunan yang ada di Kota Pangkalpinang.
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B. Saran
1. Pemerintah Kota khususnya Dinas PUPR, Bidang Tata Ruang harus
mengawasi betul seluruh proses pengimplementasian sebuah peraturan
atau kebijakan agar peraturan tersebut dapat terlaksana dengan maksimal.
Peran masyarakat secara langsung untuk selalu menjaga lingkungannya
dengan cara merawat lahan RTH di wilayahnya masing — masing.
Terutama dalam hal pensosialisasian agar tercapai secara maksimal dan

tepat sasaran.

2. Dinas PUPR Kota Pangkalpinang, Bidang Tata Ruang dalam hal ini harus
memperketat dalam kepengurusan perijinan KRK, IMB, dan HO agar
dapat menyeleksi setiap pembangunan gedung, dan tempat tinggal yang

akan didirikan.

3. Perlu ada komitmen dan kesadaran dari pemerintah kota Pangkalpinang
dan stakeholders terkait seperti DPRD dan tokoh masyarakat untuk
memenuhi kebutuhan Ruang Terbuka Hijau publik ideal 20 % dan 10%
privat serta berupaya tindak lanjut untuk menambah lahan Ruang Terbuka
Hijau Publik agar terpenuhi standar minimal dari peraturan pemenntah

yang telah ditentukan.

4. Pemerintah Kota Pangkalpinang hendaknya lebih memperhatikan Ruang
Terbuka Hijau yang ada di Kota Pangkalpinang dan tidak mengurangi atau
mengorbankan Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kota Pangkalpinang

dengan alasan pembangunan.
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5. Pemerintah Kota Pangkalpinang harus menyiapkan dana khusus untuk
Ruang Terbuka Hijau Publik/Privat di Kota Pangkalpinang, Agar
terjalannya program penyediaan RTH Publik 20% dan 10% privat,
ditambahnya SDM khusus untuk mengelolah data-data RTH Publik/Privat
sehingga keakuratannya sama dengan kenyataan dilapangan, diperfukan
kerja sama dengan media sosial apapun untuk mensosialisasikan ruang

hijau itu penting.
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